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ABSTRAK

Eni Larasati, 2018, Pengaruh Kebutuhan Hidup Layak Dan Produk Domestik Regional Bruto Serta Inflasi Terhadap Upah Di Kota Samarinda, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman dibawah bimbingan Bapak Aji Sofyan Effendi selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Juliansyah Roy selaku Dosen Pembimbing II.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh dari Kebutuhan Hidup Layak dan Produk Domestik Regional Bruto serta Inflasi terhadap Upah di Kota Samarinda tahun periode 2006-2015. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2006-2015. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dan diolah dengan menggunakan program IBM SPSS (Statistical Product and Service Solutions) versi 20.
Dari hasil data yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa: Kebutuhan Hidup Layak berpengaruh terhadap Upah sebesar 0,001 artinya menunjukkan hubungan positif dan signifikan. Pengaruh produk domestik regional bruto terhadap upah sebesar 0,457 artinya menunjukkan hubungan yang positif, tetapi tidak berpengaruh secara signifikan. Inflasi terhadap upah sebesar 0,259 artinya menunjukkan hubungan yang positif, tetapi tidak berpengaruh secara signifikan.
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ABSTRACT
Eni Larasati, 2017, The Influence of Decent Living Needs And Gross Regional Domestic Product And Inflation On Wages In Samarinda City, Faculty of Economics and Business, Mulawarman University under the guidance of Mr. Aji Sofyan Effendi as Supervisor I and Mr. Juliansyah Roy as Supervisor II.
This study aims to determine the magnitude of the influence of Decent Living Needs and Gross Regional Domestic Products and Inflation on Wages in the city of Samarinda year 2006-2015 period. This study uses secondary data obtained from the Central Bureau of Statistics (BPS) in 2006-2015. The analytical method used in this research is multiple linear regression and processed using IBM SPSS (Statistical Product and Service Solutions) version 20.
From the results of data that the authors do can be concluded that: Decent Living Needs influence on Wages of 0.001 means showing a positive and significant relationship. The effect of gross regional domestic product on wages of 0.457 means that it shows a positive relationship, but it does not have a significant effect. Inflation to wage of 0.259 means it shows a positive relationship, but it does not have a significant effect.
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PENDAHULUAN

Pemasalahan dasar yang berkaitan dengan upah sama di setiap negara, akan tetapi cara penanggulangan nya dan peraturannya berbeda antar negara. Pekerja atau buruh, pengusaha, pemerintah dan masyarakat pada umumnya mempunyai kepentingan yang sama atas sistem dan kebijakan pengupahan. 
Pekerja atau buruh dan keluarganya sangat tergantung pada upah yang mereka terima untuk dapat memenuhi kebutuhan sandang, pangan, perumahan dan kebutuhan lainnya. Oleh karena itu para pekerja dan serikat pekerja atau serikat buruh selalu mengharapkan upah yang lebih besar untuk meningkatkan taraf hidupnya (Sinaga, 2008:30). 
Kebijakan Upah Minimum telah menjadi hal yang penting dalam masalah ketenagakerjaan di beberapa negara baik maju maupun berkembang. Sasaran dari kebijakan upah minimum ini adalah untuk menutupi kebutuhan hidup minimum dari pekerja dan keluarganya. Dengan demikian, kebijakan upah minimum adalah untuk menjamin penghasilan pekerja  sehingga tidak lebih rendah dari suatu tingkat tertentu, meningkatkan produktivitas pekerja dan mengembangkan dan meningkatkan perusahaan dengan cara-cara produksi yang lebih efisien (Sumarsono,2003). 
Upah merupakan salah satu indikator penting untuk mencukupi hidup tenaga kerja. Pekerja atau buruh dan keluarganya sangat tergantung pada upah yang mereka terima untuk dapat memenuhi kebutuhan sandang, pangan, perumahan, dan kebutuhan lainnya. Oleh karena itu para pekerja dan serikat pekerja selalu mengharapkan upah yang lebih besar  untuk untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarga. Bagi perusahaan, upah merupakan salah satu komponen  biaya produksi yang dipandang dapat mengurai tingkat laba yang dihasilkan, sehingga pengusaha berusaha untuk menekan upah tersebut sampai pada tingkat yang paling minimum. Oleh karena itu, laba perusahaan dapat ditingkatkan. Masih sedikit pengusaha yang memandang pekerja sebagai mitra perusahaan dalam menjalankan dan menghasilkan keuntungan bagi perusahaan.
Pemerintah menetapkan upah minimum didasarkan pada kebutuhan hidup layak (KHL), yang mana KHL sebagai dasar dalam penetapan upah minimumyang merupakan peningkatan dari kebutuhan hidup minimum. Selain menggunakan kebutuhan hidup layak (KHL), perkembangan dan laju pertumbuhan Produk domestik regional bruto (PDRB) juga digunakan dalam penetapan nilai upah minimum, karena apabila terjadi peningkatan produktivitas tenaga kerja yang diukur dengan output PDRB maka upah minimum selayaknya ditingkatkan (Gaol, 2006). Kemudian selain PDRB, peraturan menteri tenaga kerja RI nomor 01 tahun 1999 tentang upah minimum menyatakan bahwa didalamnya terdapat perubahan tingkat upah minimum pemerintah dengan melihat inflasi sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan upah minimum. Kenaikan upah berhubungan dengan inflasi, simanjuntak (1996).
Upaya untuk menghindari perbedaan kepentingan antara pengusaha, dan pekerja, pemerintah perlu mengatur masalah pengupahan ini  yang biasa dikenal dengan upah minimum. Tujuan pengaturan ini adalah untuk menjaga agar tingkat upah tidak merosot kebawah (berfungsi sebagai jaring pengaman), meningkatkan daya beli pekerja yang paling bawah, dan mempersempit kesenjangan secara bertahap antara mereka yang berpenghasilan tertinggi dan terendah.
Tingkat upah minimum ditentukan oleh empat pihak yang saling terkait yaitu pemerintah dalam hal ini Departemen Tenaga Kerja, Dewan Pengupahan Nasional yang merupakan lembaga independen terdiri dari pakar, praktisi dan lain sebagainya yang bertugas memberikan masukan kepada pemerintah, Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPSI) sebagai penyalur aspirasi pekerja, dan wakil pengusaha melalui APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia).
Selama tahun periode 2011-2015 upah minimum di kota samarinda mengalami peningkatan setiap tahun nya. Pada tahun 2011 upah  minimum Kota Samarinda sebesar Rp. 1.131.300, kemudian meningkat pada tahun 2012 sebesar Rp. 1.250.000. Pada tahun 2013 upah minimum Kota Samarinda sebesar Rp. 1.752.000 kemudian meningkat pada tahun selanjutnya yaitu pada tahun 2014 sebesar Rp. 1.995.000 dan kemudian naik pada tahun 2015 mencapai sebesar Rp. 2.156.889.

KERANGKA KONSEP PENELITIAN

berdasarkan latar belakang dan teori yang dikekmukakan, maka susunan kerangka konsep dari penelitian ini sebagai berikut:
INFLASI

PDRB

KHL



PDRB






Hipotesis yangdapat disimpulkan dari latar belakang dan kerangka konsep dalam penelitian ini adalah :
1. Kebutuhan hidup layak berpengaruh signifikan terhadap upah di kota samarinda
2. Produk domestik regional bruto berpengaruh signifikan terhadap upah di kota samarinda.
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3. Tingkat inflasi berpengaruh signifikan terhadap upah di kota samarinda.
RINCIAN DATA
Data yang diperlukan dalam penulisan ini adalah berupa data skunder yang meliputi :
1. Data realisasi upah minimum kota samarinda tahun 2006-2015.
2. Data kebutuhan hidup layak kota samarinda tahun 2006-2015.
3. Data realisasi produk domestik regional bruto tahun 2006-2015.
4. Data tingkat inflasi tahun 2006-2015.

ALAT ANALISIS
Dalam Dalam menganalisis data yang diperoleh, penulis menggunakan regresi linier berganda dengan bentuk persamaannya.
Dalam menganalisis kebenaran hipotesis yang dikemukakan, maka digunakan rumus regresi linier berganda sebagai berikut:
Y = a + b1X1 + b2X2+ b3X3


HASIL DAN PEMBAHASAN
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Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai signifikansi variabel Kebutuhan Hidup Layak (X1) sebesar 0,000, Produk Domestik Regional Bruto (X2) sebesar 0457, Inflasi (X3) dan nilai signifikansi dari tiga variabel tersebut lebih besar dari 0,05 maka Kesimpulannya adalah bernilai positif untuk ke tiga variabel di atas terhadap upah Kota Samarinda.
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Pada tabel model summary nilai korelasi (R) sebesar 0,996 menunjukkan bahwa adanya hubungan yang sangat erat antara variabel kebutuhan hidup layak, produk domestik regional bruto dan inflasi terhadap upah. Sedangkan nilai koefisien korelasi determinasi (R2) atau R squaer sebesar 0,992 artinya antara KHL, PDRB dan inflasi mempunyai pengaruh sebesar 9,92% terhadap upah sedangkan sisanya 0,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam variabel KHL, PDRB dan inflasi
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untuk menguji koefisien regresi secara menyeluruh atau serempak digunakan uji F dengan tingkat Kepercayaan 95% atau α = 0,05 dengan df = 2 dan n - k = 8 maka diperoleh Fh = 250,333 (dalam tabel ANOVA) dan Ft = 4,46 dari
perhitungan diatas dapat dilihat bahwa Fh = 250,333 > Ft = 4,46 dan
probabilitas kesalahan hitung 0,000< 0,05 ( 5%) dengan kata lain H0 ditolak H1 diterima.
Kesimpulannya karena Fh> Ft maka KHL, PDRB dan inflasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel upah Kota Samarinda.
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Hasil uji t untuk variabel KHL adalah th = 10,256
Dengan t (α = 0,05 : n-k) = (0,05 : 10-
3) = 1,894. dari perhitungan ini di peroleh Th = 10,256 tt = 1,894 sehingga berdasarakan hasil yang diperoleh maka th = 10,256 > tt = 1,894 dan probabilitas kesalahan hitung 0,000< 0,05 ( 5%).
Kesimpulannya karena th< tt maka H0 ditolak dan menerima H1 artinya variabel KHL berpengaruh signifikan terhadap upah Kota Samarinda.
Selanjutnya untuk uji t variabel PDRB diperoleh th = -0,795 (α = 0,05 : n-k) = (0,05 : 10-3) =
1,894  dari  perhitungan  ini  di peroleh

Th = -0,795 < tt = 1,894 dengan probabilitas kesalahan hitung 0,000< 0,05 ( 5%).
Kesimpulannya karena th> tt maka H1 ditolak artinya variabel PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap upah Kota Samarinda.
Selanjutnya untuk uji t variabel inflasi Th= 1,245 < tt = 1,894 dengan probabilitas kesalahan hitung 0,000< 0,05 ( 5%).
Kesimpulannya karena th> tt maka H1 ditolak artinya variabel inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap upah Kota Samarinda.

Pembahasan

1. Pengaruh KHL terhadap upah
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa KHL mempunyai hubungan yang signifikan Upah minimum Kota Samarinda selalu meningkat setiap tahun nya. Ini dikarenakan nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan pertumbuhan ekonomi di Kota Samarinda juga meningkat. Untuk rata-rata Kenaikan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Kota Samarinda setiap tahun nya yaitu sebesar Rp. 1.108.681 dan rata-rata kenaikan upah minimum di Kota Samarinda setiap tahun nya yaitu sebesar Rp. 1.266.956. ini menunjukkan bahwa kebutuhan hidup layak sudah terlampaui 100%. Semakin meningkat kebutuhan hidup layak yang terjadi di kalangan buruh maka mengakibatkan nilai penetapan upah minimum kota samarinda pada tahun berikutnya semakin meningkat, begitu pula sebaliknya bila terjadi penurunan nilai kebutuhan hidup layak maka mengakibatkan turun nya nilai penetapan upah minimum kota samarinda tahun berikutnya. Sesuai dengan landasan teori yang menyatakan bahwa setiap pencapaian kenaikan nilai KHL di ikiuti dengan kenaikan penetapan Upah Minimum (Peraturan Menteri no. 17 th 2005).
2. Pengaruh PDRB terhadap Upah
Berdasarkan output diketahui nilai t-hitung sebesar -0,795 Jika dibandingkan dengan nilai t-tabel sebesar 1,89458 maka t-hitung yang diperoleh jauh lebih kecil dari nilai t-tabel. Sehingga H1 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel PDRB tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Upah. Artinya bahwa dalam periode 2006-2015 Upah tidak dipengaruhi oleh variabel PDRB. Produk Domestik Regional Bruto memiliki hubungan yang fluktuatif terhadap Upah di Kota Samarinda. Peningkatan PDRB tidak mempengaruhi Upah. Hal ini terjadi karena dalam kebijakan Upah di Indonesia, upah dinilai dan diukur dengan Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) atau seringkali disebut dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), Sumarsono (2003).
Secara teori, tidak ada pengaruh langsung antara upah terhadap PDRB. Tetapi jika dikaitkan dengan tenaga kerja, upah akan mempengaruhi permintaan dan penawaran tenaga kerja. Dari sisi permintaan, semakin tinggi upah, semakin kecil permintaan akan tenaga kerja karena upah merupakan biaya bagi suatu perusahaan. Sebaliknya, dari sisi penawaran, semakin tinggi upah, semakin banyak orang yang ingin bekerja. Semakin banyak tenaga kerja yang bekerja, semakin banyak output (PDRB) yang dihasilkan (Alhiriani, 2013). Berdasarkan beberapa teori dan pendapat para ahli di atas dapat dikatakan bahwa tingkat upah berkorelasi negatif dengan PDRB karena peningkatan yang terjadi pada upah akan mengurangi tenaga kerja yang bekerja sehingga juga akan mengurangi output PDRB yang dihasilkan. Hal ini di tunjukkan bahwa jika PDRB meningkat maka upah juga ikut meningkat tetapi fakta di lapangan tidak seperti itu , dikarenakan upah yang menetapkan adalah pemerintah bukan hasil dari PDRB tersebut. Ini di kaitkan dengan pemerintah Kota Samarinda yang menetapkan besarnya upah dimana besarnya selalu meningkat sejak 2005. Tingkat upah yang terus memicu meningkatkan angka PHK terhadap tenaga kerja yang telah memiliki pekerjaan, selain itu kenyataan nya tenaga kerja yang bekerja relatif meningkat sejak tahun 2005, namun tingkat upah yang tinggi tersebut menjadi penghambat terserapnya tenaga kerja yang seharusnya lebih banyak jika dibandingkan dengan keadaan yang ada di Kota Samarinda. Ini dikarenakan adanya kesenjangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Oleh sebab itu, semakin tinggi tingkat upah, semakin kecil permintaan pengusaha akan tenaga kerja. Sehingga dapat dikatakan bahwa permintaan tenaga kerja mempenyai hubungan terbalik dengan tingkat upah. Tingkat upah akan mempengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi perusahaan. Kenaikan tingkat upah akan mengakibatkan kenaikan produksi, yang selanjutnya akan meningkatkan harga per unit produk yang di hasilkan atau dari PDRB (Sri Haryani, 2002). Penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Febrika Nurtiyas (2016) bahwa nilai PDRB naik dan positif, tetapi tidak signifikan terhadap upah minimum, penelitian ini menggunakan jangka waktu lima tahun (2010-2014).
3. Pengaruh inflasi terhadap Upah.
Berdasarkan output diketahui nilai t-hitung sebesar 1,245. Jika dibandingkan dengan nilai t-tabel sebesar 1,89458 maka t-hitung yang diperoleh jauh lebih kecil dari nilai t-tabel. Sehingga H1 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel inflasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap upah di Kota Samarinda dikarenakan fluktuasi lonjakan kenaikan/penurunan inflasi sangat drastis dan tidak stabil. Maka dengan data tersebut variabel inflasi tidak berpengaruh signifikan akan penetapan upah di Kota Samarinda.
Artinya, tinggi dan rendahnya tingkat inflasi tidak memiliki pengaruh terhadap penetapan upah di Kota Samarinda. Hasil ini tidak sesuai dengan landasan teori Simanjuntak (1996) yang mana kenaikan upah berhubungan dengan inflasi.  Pada  tingkat  pengangguran  rendah  (kesempatan  kerja   tinggi), pengusaha cenderung meningkatkan upah untuk merekrut pekerja terbaik. Sebagai kompensasi, harga output harus ditingkatkan. Peningkatan harga output berarti  laju inflasi meningkat. Laju inflasi yang tinggi mengakibatkan nilai riil upah merosot merugikan masyarakat penerima upah. Kecenderungan tidak adanya pengaruh signifikan variabel inflasi terhadap Upah di samarinda dipengaruhi oleh data inflasi di kota samarinda tidak tersebar dengan baik atau berdasarkan data yang diperoleh masih terdapat inflasi yang cukup tinggi. Kenaikan upah harus sesuai dengan inflasi, agar perusahaan atau pemerintah bisa menentukan upah sesuai dengan konsumsi dan kebutuhan hidup layak tenaga kerja sehingga dapat mensejahterakan keluarga pekerja pula. Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyatakan bahwa kenaikan upah minimum pasti akan berpengaruh terhadap peningkatan laju inflasi. Peningkatan inflasi akibat peningkatan upah terjadi karena perusahaan melakukan efisiensi, dengan salah satu opsinya adalah menaikkan harga produk, baik barang maupun jasa. Dengan ini pemerintah Kota Samarinda harus bisa lebih menekan laju inflasi dan menciptakan kebijakan peningkatan jumlah tabungan sehingga uang yang beredar tidak terlalu banyak yang dapat menyebabkan Inflasi tinggi. Tentu hal ini tidak mudah karena kecenderungan orang yang gaji atau upahnya meningkat maka konsumsinya juga bertambah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pada analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut :
1. Kebutuhan hidup layak menunjukkan nilai positif dan berpengaruh signifikan terhadap upah di kota samarinda. Hal ini berarti meningkatkan kebutuhan hidup layak sesuai dengan upah di kota samarinda dalam periode sepuluh tahun terakhir.
2. Produk domestik regional bruto menunjukan nilai negatif dan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap upah di kota samarinda. Hal ini disebabkan oleh peningkatan yang terjadi pada upah yang akan mengurangi tenaga kerja yang bekerja sehingga juga akan mengurangi output PDRB yang dihasilkan.
3. Inflasi menunjukkan niali positi dan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap upah di kota samarinda dikarenakan output yang dihasilkan jauh lebih kecil dan terjadi fluktuasi lonjakan kenaikan atau penurunan inflasi yang sangat drastis dan tidak stabil.
Berdasarkan kesimpulan diatas ada beberapa saran yang ingin penulis kemukakan.
1. Untuk pemerintah kota samarinda kedepannya lebih mempertahankan dan meningkatkan agar kebutuhan hidup layak di kota samarinda sesuai dengan upah masyarakat di kota samarinda.
2. Pemerintah kota samarinda diharapkan menjaga kestabilan produktivitas tenaga kerja agar dapat meyesuaikan dengan upah tenaga kerja itu sendiri dan mengupayakan peningkatan outpur PDRB yang dihasilkan.
3. Pemerintah di kota samarinda diharapkan mampu menjaga kestabilan tingkat inflasi mengingat kondisi perekonomian akan mengalami penurunan apabila inflasi tergolong tidak stabil.
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. Dependent Variable: Upah
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Model Summary
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